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Abstrak 

 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 yang menyempurnakan 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tetap 

dipertahankan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah sebagai yang pada 

hakikatnya sudah ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA, yaitu bahwa pendaftaran 

tanah merupakan tugas pemerintah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin 

kepastian hukum di bidang pertanahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

Bagaimana penyelesaian hukum atas penerbitan sertipikat hak atas tanah yang 

cacad hukum administratif di kantor pertanahan kota batam? dan Bagaimana 

perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang mengalami 

cacad hukum administratif?. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode 

penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa penyelesaian hukum atas 

penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacad hukum administratif di kantor 

pertanahan kota batam adalah Pembatalan Hak atas Tanah. Pembatalan hak atas 

tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri 

Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah yang mengalami 

cacad hukum administratif yaitu apabila terjadi penerbitan sertipikat hak atas 

tanah yang mengalami cacad hukum administrastif, maka seseorang dapat 

menempuh upaya pembatalan hak atas tanah sebelum masuk ke pengadilan, jika 

orang tersebut merasa dalam penerbitannya ada cacad hukum administratif. 

Berdasarkan hal ini peneliti menyimpulkan bahwa Pembatalan sertipikat hak atas 

tanah merupakan dampak dari sistem publikasi negatif, yang artinya sertipikat 

tanah yang dimiliki seseorang belum menunjukkan orang tersebut sebagai 

pemegang hak yang sebenarnya, karena sertipikat hak atas tanah setiap waktu 

dapat di batalkan apabila ternyata ada pihak lain yang dampak membuktikan 

secara hukum bahwa orang tersebut adalah pemilik yang sesungguhnya. Dengan 

kata lain negara tidak menjamin kebenaran data yang terdaftar didalam daftar 

umum pendaftaran tanah. 
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